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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota
militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil
berupa penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pidana
penjara yang dijatuhkan lebih berat dari pada pelaku sipil, karena
pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah militer sebagai warga
negara yang diberi kewenangan khusus dan memberikan perlindungan
kepada warga sipil tapi justru mengkhianati tugas mulianya dengan

membunuh, sehingga dinilai sebagai faktor yang memberatkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan
kepada penegak hukum khususnya majelis hakim yang mengadili tindak
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap warga
sipil agar memberikan sanksi yang tegas sehingga makna dan tujuan dari
sumpah prajurit serta Sapta Marga dapat terwujud. Selain itu, dengan
sanksi tegas yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan dapat menjadi pelajaran bagi anggota militer yang lain agar

tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga kepercayaan Bangsa,
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Negara, dan Warga Negara Indonesia terhadap anggota militer sebagai

garis terdepan dalam perlindungan Bangsa, Negara, dan Warga Negara

Indonesia tidak hilang
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